LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 5 TAHUN 2003 SER] : D

frm———

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 9 TAHUN 2003

. TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang :  a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman
Organisasi Perangkat Daerah dan dengan
dialihkannya fungsi administrasi kependudukan
dan catatan sipil ke Badan Kependudukan, Catatan
Sipil dan Keluarga Berencana, maka Tugas Pokok,
‘ Fungsi, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas
Tenaga Kerja dan Catatan Sipil Kabupaten
Banyumas sebagaimana diatur dalam Peraturan
Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2002
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Kabupaten Banyumas Nomor 23 Tahun 2000
tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan

Tatakerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas
sudah tidak sesuai lagi;
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b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dan
dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan
khususnya di bidang tenaga Kerja dan transmigras;
perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten
Banyumas tentang Pembentukan, Susunan

. Organisasi Dan Tata kerja Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Kabupaten Banyumas. : 1

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999

Nomor 60, Tambahan-LembaranNegaraNomor 3839);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenahgan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi
sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun
2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Neg; ;f;. Nomor
3952); |

R
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang

Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran

Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4262);

Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor : 01/SKB/M.PAN/4/2003 'Nornor 17 Tahun
2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman
Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang

Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian
Pegawai Negeri Sipil.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BANYUMAS
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI |
DAN TATAKERJA DINAS TENAGA KERJADAN
TRANSMIGRASI KABUPATEN BANYUMAS.
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BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerahiniyang dimaksud dengan

|. Daerahadalah Daerah Kabupaten Banyumas.
7. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas. R

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Banyumas yang selanjutnya disebut DPRD.

4. Bupati adalah Bupati Banyumas.
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Kabupaten Banyumas.
Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transrhigrasi

Kabupaten Banyumas.
Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana sebagian tugas Dinas

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyumas yang memiliki

wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan yang selanjutnya disebut f

UPT.
9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas

tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam
Satuan Organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada

keahlian dan ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri
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BAB 11
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Perzmman Dacarah ini dibentuk Dines Temeez Keme dao

. Trensmigrasl. T
BAB Il
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 3
Dinas Tenzaga Kerja dan Transmigrasi adalah unsur pelzksana Pemerinm=h

Daerzh dipimpin oleh scorang Kepala yang berada di bawzh dan

bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Dasrah

Pasal 4

(1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas pokok

melaksanakan kewenangan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
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an tugas pokok sebagaimana dimaksud dalap, ‘

2) Untuk melaksanak . . . "
a dan Transmigrasi mempunyai fungs; -

(1), Dinas Tenaga Kerj

a. perumusan kebijakan teknis di bidang tenaga kerj, da

transmigrasi;
b. penyusunrencanadan program kerjadinas;

c. pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan, pe.mbi‘n.aan "

dan pengawasan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;

d. pelaksanaan dan pengawasan peningkatan ketrampilan tenaga kerja

dan transmigrast;

e. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum lalnya di

bidang tenaga kerja dan transmigrasi;

f. penyiapan dan pemberian informasi di bidang tenaga kerja dan
transmigrasi;

g. pelaksanaankoordinasi dengan instansi pemerintah dan swasta; (

h. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan dmas

i1t f x‘

"
i 8
\_-,’

N P

1. pembinaan terhadap UPTdalamlingkup t‘ugas.nlya; srinadnlsm

J- pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
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BAB 1v

SUSUNAN ORGANISAS]

Pasal 5

Organisasi Dinas Tenaga Ker:
1) Gusunan ga €rjadan Transmjorac ST
( N KepalaDinaS; grasi terdin dari

‘ b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :

1. SubBagian Umum;
2. SubBagianKeuangan dan Bina Program.

c. Bidang Hubungan dan Pengawasaan Ketenagakexjm terdiri dari -
1. SeksiNormaKerja, Keselamatan dap Kesehatan Kerja; |
7. Seksi Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja.

d. Bidang Perluasan dan Penempatan TenagaKerja, terdiri darj -
1. SeksiPerluasan dan Penempatan TenagaKerja Dalam N
2. Seksi Penempatan TenagaKerja Luar Negeri.

e. Bidang Transmigrasi dan Pelatihan Kerja, terdiri darj -
1. SeksiTransmigrasi;

egeri;

2. Seksi Pelatihan Kerja.

. il ) ¥
g. Kelompok jabatan Fungsional.

(2) Bagan susunan organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tak

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
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BAB YV
TATAKERJA

Pasal 6

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan Umum
yang ditetapkan oleh Bupati. : f\

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha,
Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPT dan
Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordmam
integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal bajk

dalam lingkungan kerja masing-masing maupun dengan unit Kerja lainya

sesuai dengan tugas pokoknya.

Pasal 8 r

(1) Setiap pimpinan satuan organisasi pada Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi wajib mengkoordinasikan bawahannya dengan
memberikan pedoman, bimbingan, pembinaan dan pengawasan dalam

pelaksanaan tugasnya.
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etiap pimpinan ”satuan orge.misasi pada Dinas Tenaga Kerja dan

& T ransmingi wajib m entz.latx peraturan perundang-undangan yang
herlaku dan bertanggung jawab kepada atasan ‘masing-masing serta
meny ampaikan laporan secara berkala.

Pasal 9

Tugas pokok, fungsi , uraian tugas dan tatakerja Kepala Dinas , Bagian Tata
' | Usaha, Bidang, Sub Bagian, Seksi, UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional
nas Tenaga Kerja dan Transmigrasi akan diatur lebih lanjut dengan

pada Di '
Keputusan Bupatl.
BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 10

(1) Struktur organisasi dan tatakerja Dinas Tenaga Kerja dan Catatan Sipil
Kabupaten Banyumas yang telah ada pada saat Peraturan Daerah ini

( I : .« .

{. berlaku, masih tetap berlaku sampai dengan pengisian formasi jabatan

berdasarkan Peraturan Daerahini dilaksanakan.

(2) Selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya
Peraturan Daerah ini, pengisian formasi . jabatan sebagaimana

dimaksud dalam Ayat (1) harus sudah dilaksanakan.

~ P
O Y
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BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 11
(1) Pembentukan, tugas pokok dan fungsi UPT diatur lebih lanjut dengan
‘Keputusan Bupati. p
(2) PadaUPT dapat dibentuk satuan organisasi di bawah Kepala UPT yang

dipimpin oleh pejabat struktural yang pembentukan, tugas pokok,

uraian tugas dan rincian tugasnya diatur lebih lanjut dengan Keputusan

Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah

Kabupaten Banyumas. -
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Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal 9 Oktober 2003

BUPATI BANYUMAS
ttd.
ARIS SETIONO

o di purwokerto

. Jangkd .,
nda al 10 Oktober 2003

. o i tangg
% EKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
Pelaksana Tugas,
ttd.
IMAM DURORI

Wakil Bupati

EMB ARAN DAERAHKABUPATEN BANYUMASNOMOR 5 SERID
LED
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BAGAN SUSUNAN ORGANISASI

-

L

Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas

DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI 3 e D3
KABUPATEN BANYUMAS Taneeal © Oktober 2003
KEPALA &8 -
KELOMPOK
JABATAN BAG'ANH
FUNGSIONAL TATA USAHA
goooooaf : I l
IAN
v
UMUM BINA PROGRAM
[ I ]
BIDANG BIDANG BIDANG
HUBUNGAN & PERLUASAN & TRANSMIGRA
PENGAWASAN PENEMPATAN PELATIHAN KES}{J&;
KETENAGAKERJAAN TENAGA KERJA
SEKSI -
SEKSI SEKSI
NORMA KERJA JASAN & PE} TAN
— KESELAMATAN & — PEF[L[;;JS‘«;‘(‘];P}?EETA RAESNIGRCES]
KESEHATAN KERJA DALAM NEGERI
SEKSI
SEKSI SEKSI PELATIHAN
HUBUNGAN PENEMPATAN KERJA
| | INDUSTRIAL & | | TENAGAKERJA
PERSYARATAN KERJA NEGERI - '
LUAR ! UNIT BUPATI BANYUMAS
PELAKSANA i i
TEKNIS : it
ARIS SETIONO
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